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Pengantar 
 
Statuta dan praktek pengadilan Tokyo, Nuremberg, ICTY, ICTR, dan Statuta Roma adalah 
sumber hukum internasional terpenting yang memberikan sumbangan definitif terhadap apa yang 
disebut sebagai “international crimes” saat ini. 
 
Statuta Pengadilan Nuremberg dan Tokyo tahun 1945 lah yang pertama kali menguraikan 
kejahatan-kejahatan yang hingga saat ini dianggap sebagai tindak kejahatan internasional, yaitu 
kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace), kejahatan perang (war crimes), dan 
kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).3 Selain itu, dalam pengadilan 
Nuremberg dan Tokyo inilah pertama kali dikenal konsep individual criminal responsibility. 
 
Berawal dari preseden yang disumbangkan oleh kedua pengadilan internasional itulah, pada 
tanggal 21 November 1947, pasca perang dunia kedua, PBB membentuk Komisi Hukum 
Internasional (International Law Commission) melalui Resolusi Majelis Umum PBB no.174(II). 
Komisi ini bertugas untuk menyusun sebuah standar hukum internasional yang menjadi 
pegangan setiap negara anggota PBB. Pada sessi pertemuan yang ke 48, yang berlangsung bulan 
Mei sampai Juli 1996, Komisi Hukum Internasional ini berhasil menyepakati untuk mengadopsi 
serangkaian norma-norma atau prinsip-prinsip hukum internasional yang terangkum dalam 20 
pasal “Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind”.4 Dalam draft kodifikasi 
tersebut dinyatakan bahwa yang termasuk di dalam tindak “kejahatan terhadap perdamaian dan 
keamanan umat manusia” adalah kejahatan agresi (pasal 16) –yang memberikan dasar bagi 
penjabaran lebih lanjut definisi command responsibility5, kejahatan genosida (pasal 17), 
kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 18), kejahatan terhadap PBB dan personel-personelnya 
(pasal 19), serta kejahatan perang (pasal 20). 
 
Pengadilan internasional berikutnya yang memberikan sumbangan sangat penting dalam proses 
pendefinisian tindak pidana yang termasuk “kejahatan internasional” adalah Pengadilan Pidana 
Internasional untuk Negara Bekas Yugoslavia (ICTY). Statuta ICTY memberikan sumbangan 
besar terhadap pengembangan konsep individual criminal responsibility dan command 
                                                 
1 Draft paper dipersiapkan untuk materi Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas 
Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human 
Rights (NCHR)  Di Yogyakarta, 23-27 Januari 2006. 
2 Peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta. 
 
3 Harris, D.J., Cases and Materials on International Law, Street and Maxwell, London, 1973, Appendix I hal 541. 
4 Lihat Human Rights Law Journal, vol.18 no.1-4, hal 96-98 
5 dalam Draft Code ini, mereka yang bertanggung jawab untuk kejahatan agresi tidak harus kepala negara atau 
aparatnya, melainkan siapa saja yang menjadi pemimpin (leader) atau penyelenggara (organizer), yang secara aktif 
berperan dalam, atau memerintahkan perencanaan, persiapan, inisiasi, atau memicu terjadinya sebuah agresi oleh 
sebuah negara. 
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responsibility, dimana mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu tidak 
hanya orang yang melakukan tapi juga yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan6 ICTY 
pula yang memperkenalkan praktek penerapan command responsibility dalam pengadilan pidana. 
 
Pengadilan internasional lainnya, yaitu Pengadilan Internasional untuk Rwanda (International 
Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 
no. S/RES/955 tahun 1994, dalam statutanya7 menyatakan bahwa lingkup kewenangan 
pengadilan tersebut adalah mengadili mereka yang bertanggung tindak kejahatan internasional 
yang masuk dalam yurisdiksi ICTR ini adalah: genosida (pasal 2); kejahatan terhadap 
kemanusiaan (pasal 3)8; dan pelanggaran pasal 3 seluruh Konvensi-konvensi Geneva 1949 
beserta Protokol tambahan II tahun 1977 (pasal 4). 
 
Berikutnya pada tahun 1994, Draft Statute for an International Criminal Court,9 yang menjadi 
cikal bakal Statuta Roma, yang juga merupakan hasil kerja International Law Commission, 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak kejahatan internasional dan akan berada 
dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional adalah kejahatan Genosida, Kejahatan agresi, 
pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku saat pertikaian bersenjata, 
kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan perjanjian10 
yang merupakan tindak kejahatan yang sangat serius yang bersifat internasional. 
 
Ketika Statute for an International Criminal Court (Statuta Mahkamah Pidana Internasional) 
yang kemudian lebih dikenal sebagai Statuta Roma akhirnya disepakati dalam International 
Diplomatic Conference di Roma pada tanggal 17 Juli 1998 disebutkan tindak-tindak kejahatan 

                                                 
6 Lihat pasal 2, 3, 4, dan 5 dari Satuta ICTY 
7 lihat bagian Preambule Statuta ICTR 
8 pasal 3 Statuta ICTR, di bawah judul “kejahatan terhadap kemanusiaan” menyatakan kewenangan ICTR untuk 
mengadili mereka yang melakukan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, penahanan, penyiksaan, 
perkosaan, persekusi dengan alasan politik, rasial dan keagamaan, serta tindakan tidak manusiawi lainnya, apabila 
dilakukan sebagai bagian dari sebuah serangan yang meluas atau sistematis. 
9 International Law Commission, Draft Statute for an International Criminal Court, UN doc A/49/10 (1994), vol II, 
bagian kedua, pasal 20. 
10 Lihat ibid, pada bagian lampiran. Yang dimaksud dengan “kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan perjanjian”  
di sini adalah pelanggaran serius terhadap keempat Konvensi Geneva 1949,  Protokol tambahan Konvensi Geneva 
12 Agustus 1949, dan Protokol I Konvensi Geneva tertanggal 8 Juni 1977; pembajakan pesawat sesuai dengan 
definisi dalam pasal 1 Convention for the Supression of Unlawful Seizure of Aircraft 16 Desember 1970; kejahatan 
yang didefinisikan dalam pasal 1 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil 
Aviation 23 September 1971; kejahatan apartheid dan kejahatan terkait lainnya sebagaimana didefinisikan pada 
pasal 2 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid 30 November 1973; 
kejahatan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes 
Against Internationally Protected Persons 14 Desember 1973; penyanderaan atau tindak kejahatan terkait lainnya 
sesuai dengan definisi dalam pasal 1 International Convention against the Taking of Hostages 17 Desember 1979; 
penyiksaan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT); kejahatan 
sebagaimana didefinisikan dalam pasal 3 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 
Maritime Navigation dan pasal 2 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed 
Platforms Located on the Continental Shelf, keduanya tertanggal 10 Maret 1988; serta kejahatan yang melibatkan 
perdagangan gelap narkotika dan psikotropika sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 paragraf 1 the UN Convention 
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 20 Desember 1988. 
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internasional adalah “kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara 
keseluruhan” yaitu: genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan 
agresi. 
 
Sumbangan penting lain dari Statuta Roma ini adalah pencantuman secara eksplisit bahwa 
kejahatan yang berupa serangan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan 
perang. Beberapa tindakan yang dapat dimasukkan dalam dua kategori ini adalah: perkosaan, 
perbudakan seksual, prostitusi yang dipaksakan, kehamilan yang dipaksakan, sterilisasi yang 
dipaksakan, atau bentuk lain dari kekerasan seksual yang memiliki bobot yang setara (equal 
gravity) (pasal 7 ayat 1.b)(pasal 8 ayat 2.b.xxii)(pasal 8 ayat 2.e.vi). Pencantuman secara detail 
dan eksplisit tindakan kejahatan seksual ini dalam yurisdiksi Mahkamah, merupakan sebuah 
penguatan yang kritis bahwa perkosaan dan bentuk serangan seksual lainnya dalam situasi 
tertentu merupakan tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional.11 
 
Dalam makalah ini akan dibahas mengenai Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg 
(Nuremberg War Crimes Trials), Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (Tokyo 
Tribunal) dan tinjauan instrumen atas Pengadilan HAM di Indonesia. 
 
 
Pengadilan Militer Internasional, Nuremberg 1945 
 
- pengadilan atas pelaku kejahatan perang Nazi diselenggarakan oleh empat negara sekutu 

utama Perang Dunia II (Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Prancis) 
- 12 persidangan diselenggarakan di bawah yurisdiksi Control Council Law No.10 
- Selain persidangan-persidangan tersebut, juga diselenggarakan banyak persidangan lainnya 

yang dilakukan oleh pengadilan militer di berbagai negara lainnya  Howard S Levie, “War 
Crimes Programs: Europe”, Chapter III in Howard S Levie, Terrorism in War: The Law of 
War Crimes (Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications, 1993) p 135-139 (bagian statistik) 

 
Kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan  pasal 6: 

- kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace) 
- kejahatan perang (war crimes) 
- kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) 

 
Individual responsibility  pasal 6 
 
By ommission: keikutsertaan dalam suatu konspirasi atau rencana bersama untuk melakukan 
kejahatan yang tersebut di atas  pasal 6 
 
Tidak ada kekebalan (immunity) untuk tindak kejahatan yang dilakukan dengan alasan 
melaksanakan tugas negara, atau sebagai aparat negara  pasal 7 
 

                                                 
11 selengkapnya lihat Jerry Fowler, “Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional: Sebuah Kerangka 
Kerja Bagi Generasi Mendatang”, pengantar dalam Statuta Roma, ELSAM 2001. 
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alasan menjalankan perintah atasan (defense of superior orders) tidak dapat diterima kecuali 
sebagai unsur pertimbangan peringanan hukuman (mitigation)  pasal 7 
 
criminal organizations  pasal 9 
 
konsekuensi dinyatakannya sebuah organisasi sebagai organisasi kriminal  pasal 10 dan 11 
 
pengadilan in absentia diperbolehkan  pasal 12 
 
pemberkasan dakwaan di Pengadilan Nuremberg: 

1. menyusun rencana bersama atau melakukan konspirasi untuk menyelenggarakan 
kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

2. pelaku kejahatan terhadap perdamaian: perencanaan, persiapan, pencetusan perang 
sebagai bentuk tindak agresi yang juga merupakan perang yang dilarang berdasarkan 
perjanjian-perjanjian internasional. 

3. pelaku kejahatan perang dari tanggal 1 september 1939 sampai 8 Mei 1945 di Jerman 
serta seluruh wilayah negara dan teritori yang dikuasai tentara Jerman sejak 1 September 
1939, dan di Austria, Cekoslowakia, dan Italia, dan wilayah laut di sekitarnya. 

4. pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan sebelum 8 Mei 1945 di Jerman serta seluruh 
wilayah negara dan teritori yang dikuasai tentara Jerman sejak 1 September 1939, dan di 
Austria, Cekoslowakia, dan Italia, dan wilayah laut di sekitarnya. 

 
Pertanggung jawaban atas tindak kejahatan perang adalah atas: (a) tindakan secara langsung 
yang merupakan pelanggaran atas hukum dan kebiasaan perang; dan (b) tindakan yang 
merupakan kejahatan perang yang dilakukan oleh seseorang dimana atasannya juga dianggap 
bertanggung jawab, baik karena si atasan memerintahkan seseorang tersebut untuk melakukan 
tindakan yang termasuk sebagai kejahatan perang, atau karena si atasan telah gagal mencegah 
atau menyelidiki atau menghukum bawahannya atas tindakan tersebut.  Tanggung Jawab 
Komando 
 
Catatan: tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan perang adalah yang dilakukan 
terhadap belligerents, atau penduduk sipil di wilayah yang diduduki; dan tidak berlaku atas 
tindakan yang dilakukan atas warga negara Jerman di Jerman oleh aparat negara Jerman. Yang 
terakhir masuk dalam wilayah kejahatan terhadap kemanusiaan. 
 
Berdasarkan pasal 6(c) Statuta Pengadilan Nuremberg, kejahatan terhadap kemanusiaan 
mempunyai beberapa elemen. Yaitu: 

- dilakukannya salah satu atau lebih tindak kejahatan spesifik sebagaimana tercantum 
dalam pasal (pembunuhan, dll sebelum dan selama masa perang; atau persecution) 

- terhadap populasi sipil DI MANAPUN (berarti termasuk warga negara pelaku dan juga 
penduduk di wilayah yang dikuasai) 

- sebagai bagian dari atau dilakukan sehubungan dengan bentuk kejahatan lainnya yang 
masuk dalam yurisdiksi pengadilan (i.e. kejahatan perang dan kejahatan terhadap 
perdamaian) 

- tanpa memperdulikan apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan menurut hukum 
domestik negara dimana tindakan tersebut dilakukan. 
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Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (Tokyo Tribunal) 1946 
 
Berdasarkan pasal 5 statuta (yurisdiksi atas pelaku dan tindak kejahatan): 
Pengadilan mempunyai wewenang untuk mengadili dan menghukum para penjahat perang di 
Timur Jauh sebagai individu maupun sebagai anggota dari organisasi  jika seseorang didakwa 
dalam posisinya sebagai anggota organisasi tertentu maka yang dikenakan atasnya adalah 
dakwaan/tuntutan atas tindakan yang termasuk dalam kejahatan terhadap perdamaian 
 
Kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan:  pasal 5 

- kejahatan terhadap perdamaian: perencanaan, persiapan, pencetusan, dan pelaksanaan 
perang sebagai tindakan agresi baik yang dideklarasikan maupun tidak; atau perang yang 
melanggar hukum atau perjanjian  internasional; atau ikutserta dalam suatu rencana 
bersama atau konspirasi demi terlaksananya salah satu bentuk kejahatan di atas. 

- Kejahatan perang konvensional: pelanggaran atas hukum dan kebiasaan perang. 
- Kejahatan terhadap kemanusiaan: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan 

tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap populasi sipil manapun, 
sebelum dan selama masa perang, atau persecution berdasar politik atau ras, sebagai 
bagian atau dilakukan sehubungan dengan bentuk kejahatan lainnya yang masuk dalam 
yurisdiksi pengadilan, baik tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan atau tidak 
menurut hukum domestik dimana tindakan tersebut dilakukan.  

 
Konsep tanggung jawab komando: 
Pemimpin, penyelenggara, pencetus, dan pembantu yang ikut ambil bagian dalam perencanaan 
atau pelaksanaan dari sebuah rencana bersama atau konspirasi untuk melakukan kejahatan yang 
mana saja yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan bertanggung jawab atas SEGALA tindakan 
yang dilakukan oleh SIAPAPUN dalam pelaksanaan rencana atau konspirasi tersebut. 
 
Pemberkasan dakwaan di Pengadilan Tokyo: 

1. Berkas 1-36: konspirasi dalam perencanaan (preparation), memulai (commencement) , 
dan pemajuan (furtherance) berbagai kejahatan perang. 

2. berkas 37-52: pembunuhan, terutama pembunuhan dalam perang yang melanggar hukum 
dan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan dalam hukum dan kebiasaan perang. 

3. berkas 53-55: tindakan kejahatan perang konvensional lainnya dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 

 
Pengadilan hanya berhasil membuktikan tindak kejahatan yang termasuk dalam berkas 1, 27, 29, 
31, 32, 33, 35, 36, 54, dan 55  
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